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1. Pendahuluan

Perjanjian pinjam-meminjam merupakan bentuk
hubungan hukum perdata yang lazim digunakan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
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ABSTRACT

1llegal lending practices in Pinolosian Subdistrict raise legal issues concerning
the validity of loan agreements and their consequences for contractual
performance, collateral ownership, and debt collection. This study aims to
analyze the invalidity of illegal loan agreements under Article 1320 of the
Indonesian Civil Code and examine their legal consequences for loan principal,
collateral, and the creditor’s civil liability. The research employs an empirical
legal method with a socio-legal approach using interviews, observations,
document analysis, and legal materials. The findings show that illegal loan
agreements fail to satisfy the objective requirement of a lawful cause and are
therefore null and void. Nevertheless, the principal amount received by the debtor
remains repayable as actual performance, whereas interest, penalties, and
additional charges have no binding legal effect. The collateral remains the
debtor’s property, while debt collection through intimidation or unilateral
seizure may constitute an unlawful act that gives rise to civil liability for the
creditor.

ABSTRAK

Praktik pinjaman ilegal yang berkembang di Kecamatan Pinolosian
menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian dan konsekuensi
hukumnya terhadap pelaksanaan prestasi, status barang jaminan, serta tindakan
penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksahan perjanjian
pinjaman ilegal berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
serta mengkaji akibat hukumnya terhadap vang pinjaman, barang jaminan, dan
tanggung jawab perdata kreditur. Penelitian menggunakan metode hukum
empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara, observasi,
studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perjanjian pinjaman ilegal tidak memenuhi syarat objektif berupa sebab yang
halal sehingga batal demi hukum. Meskipun demikian, pokok pinjaman tetap
wajib dikembalikan sebagai prestasi nyata, sedangkan bunga, denda, dan biaya
tambahan tidak memiliki kekuatan mengikat. Barang jaminan tetap menjadi milik
debitur, sementara penagihan melalui intimidasi atau penguasaan sepihak dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
tanggung jawab perdata bagi kreditur.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan tersebut
tunduk pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang
mengatur pinjam-meminjam sebagai penyerahan
barang habis pakai dengan kewajiban pengembalian
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dalam jumlah dan jenis yang sama (Rifandy &
Angelia, 2024). Namun, keberadaan hubungan
pinjaman tidak hanya bergantung pada adanya
penyerahan uang, melainkan juga pada keabsahan
perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320
KUHPerdata (Sinaga, 2025).

Dalam praktik sosial, keterbatasan akses
masyarakat terhadap lembaga pembiayaan formal
mendorong tumbuhnya pinjaman ilegal berbasis
hubungan personal dan ekonomi lokal (Manzilati &
Prestianawati, 2021). Fenomena ini ditemukan
dalam praktik pinjaman di Kecamatan Pinolosian,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang
berkembang di luar sistem lembaga keuangan resmi.
Hubungan pinjaman dilakukan secara langsung
antara pemberi pinjaman perseorangan dan
masyarakat, dengan ketentuan bunga tinggi,
penguasaan barang jaminan, serta mekanisme
penagihan yang tidak memiliki dasar pengaturan
formal. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan
mengenai validitas hubungan hukum yang lahir dari
praktik tersebut.

Pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian
berkembang sebagai respons atas kebutuhan
ekonomi mendesak masyarakat, khususnya bagi
pelaku usaha kecil, petani, dan warga yang kesulitan
memperoleh kredit dari perbankan. Persyaratan
administrasi yang sederhana menjadikan pinjaman
ilegal lebih mudah diakses dibanding lembaga
formal. Akan tetapi, kemudahan tersebut dibarengi
dengan syarat yang merugikan debitur, seperti bunga
berlipat, penguasaan sepihak atas barang jaminan,
serta ancaman apabila pembayaran terlambat.
Realitas ubu menunjukan hubungan pinjaman
tersebut umumnya tidak dituangkan dalam akta
tertulis resmi, melainkan hanya  berdasar
kesepakatan lisan atau tulisan sederhana yang
disusun sepihak oleh kreditur.

Secara yuridis, keadaan tersebut menimbulkan
persoalan utama pada syarat sah perjanjian. Pasal
1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur, yaitu
sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal
(Mu’awanah et al., 2025). Dalam konteks pinjaman
ilegal di Kecamatan Pinolosian, unsur yang paling
problematik adalah causa yang halal. Kegiatan
pinjaman dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki
izin usaha pembiayaan, tidak tunduk pada
pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan, dan
menerapkan klausul yang bertentangan dengan
prinsip kepatutan. Dengan demikian, substansi
hubungan hukum tersebut bertentangan dengan
ketentuan hukum positif, sehingga mengakibatkan
perjanjian kehilangan dasar legalitas.

Ketidaksahan perjanjian tidak hanya berdampak
pada status hubungan hukum para pihak, tetapi juga
menimbulkan persoalan lanjutan terhadap prestasi
yang telah dijalankan (Windayanti et al., 2025).
Dalam praktik di Kecamatan Pinolosian, debitur
telah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman,
sedangkan kreditur telah menerima jaminan berupa
kendaraan, surat tanah, maupun barang bernilai
ekonomi. Ketika kemudian hubungan tersebut
dipandang tidak sah menurut hukum, timbul
persoalan mengenai apakah uang yang diterima
wajib dikembalikan seluruhnya, dan apakah barang
jaminan dapat tetap dikuasai oleh kreditur.

Persoalan ini menunjukkan bahwa ketidaksahan
perjanjian tidak dapat dimaknai hanya sebagai
penghapusan hubungan kontraktual. Fakta sosial
menunjukkan bahwa prestasi telah berlangsung dan
menimbulkan akibat nyata bagi para pihak. Hal ini
menegaskan bahwa meskipun perjanjian dinilai
tidak sah, uang pokok yang telah diterima debitur
tetap merupakan prestasi nyata yang wajib
dikembalikan, sedangkan bunga, denda, dan biaya
tambahan tidak memiliki dasar hukum karena lahir
dari perjanjian yang cacat objektif.

Masalah lain yang penting adalah status barang
jaminan. Dalam praktik pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian, barang jaminan sering
diperlakukan sebagai alat tekanan. Kreditur
menguasai barang jaminan sejak awal pinjaman atau
mengambil alih ketika debitur terlambat membayar.
Dalam beberapa kasus, barang tersebut dijual tanpa
persetujuan debitur. Keadaan ini bertentangan
dengan asas hukum jaminan, karena jaminan
merupakan perjanjian accessoir yang
keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok.
Jika perjanjian pokok batal demi hukum, maka
penguasaan jaminan juga kehilangan dasar legalitas.

Ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian juga berdampak pada pola
penagihan. Penagihan tidak dilakukan melalui
mekanisme hukum, melainkan melalui tekanan
sosial, ancaman, bahkan intimidasi. Debitur sering
dipermalukan di lingkungan sosial atau didatangi
secara paksa oleh kreditur. Tindakan tersebut
menunjukkan bahwa hubungan pinjaman telah
melampaui ruang kontraktual dan masuk ke ranah
perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu,
ketidaksahan perjanjian perlu dianalisis tidak hanya
sebagai persoalan syarat sah kontrak, tetapi juga
sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi
hukum terhadap tindakan pelaksanaan yang telah
terjadi.
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Penelitian ini menempatkan Pasal 1320
KUHPerdata sebagai pisau analisis tunggal untuk
menilai ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian. Fokus tersebut dipilih karena
akar persoalan terletak pada validitas kontrak sejak
pembentukan. Ketika unsur causa yang halal tidak
terpenuhi, maka hubungan pinjaman tidak dapat
memperoleh  perlindungan  hukum  sebagai
perjanjian. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan
prestasi, penguasaan jaminan, dan tindakan
penagihan harus ditinjau dalam kerangka pemulihan
hukum sesuai prinsip restitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofi’ul dkk
(2025) mengkategorikan pinjaman ilegal berupa
pinjaman online sehingga menimbulkan
permasalahan terhadap keamanan data pribadi.
Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ngaliya
dkk (2026) menunjukan bahwa kecenderungan
koperasi simpan pinjam yang ada di Kawasan
pedesaan itu tidak memenuhi aspek hukum yang
legal sehingga melahirkan aktivitas yang ilegal. Dan
Pridhadani dkk (2021) kemudian memaparkan
bahwa pinjaman yang terjadi di desa seringkali
melalui  penyelesaian  berdasarkan  sistem
musyawarah atau non litigasi karena didasarkan
pada kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini
mengkaji ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian melalui dua fokus utama.
Pertama, bagaimana konstruksi ketidaksahan
perjanjian pinjaman ilegal ditinjau dari Pasal 1320
KUHPerdata. Kedua, bagaimana konsekuensi
hukum terhadap uang pinjaman, barang jaminan, dan
tindakan pelaksanaan setelah perjanjian dinyatakan
tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum
empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu
mengkaji ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian melalui analisis terhadap
ketentuan hukum yang berlaku dan praktik
pelaksanaannya di Masyarakat (Marzuki, 2017).
Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian
antara norma hukum perdata, khususnya Pasal 1320
KUHPerdata, dengan realitas hubungan pinjam-
meminjam yang berlangsung antara pemberi
pinjaman informal dan debitur di Kecamatan
Pinolosian. Data penelitian terdiri atas data primer
yang diperoleh melalui wawancara dengan debitur,
pemberi pinjaman, serta aparat setempat, dan data
sekunder yang berasal dari bahan hukum primer
berupa KUHPerdata dan peraturan terkait jasa
keuangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku,

JPS, Vol. 5, No. 2, Juli 2026 | 59

jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan studi dokumen terhadap praktik
pinjaman, penyerahan jaminan, serta mekanisme
penagihan yang terjadi di lapangan. Informan dipilih
dengan menggunakan pendekatan Non-Probabilistik
dengan sabnyak 3 orang yang meliputi pemberi
pinjaman dan penerima pinjaman. Data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan
mendeskripsikan fakta-fakta empiris, kemudian
menafsirkannya berdasarkan ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata sebagai pisau analisis utama untuk
menilai keabsahan perjanjian, khususnya pada syarat
objektif berupa causa yang halal, sehingga dapat
ditentukan konsekuensi hukum terhadap
pelaksanaan prestasi, status barang jaminan, dan
tindakan penagihan dalam praktik pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian.

3. Hasil dan Pembahasan

Ketidaksahan Perjanjian Pinjaman Ilegal di
Kecamatan Pinolosian Berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata

Perjanjian pinjaman ilegal di Kecamatan
Pinolosian pada dasarnya merupakan hubungan
hukum yang lahir dari kebutuhan ekonomi
masyarakat terhadap akses dana cepat di luar
lembaga pembiayaan formal. Praktik ini tumbuh
karena kemudahan prosedur, tidak adanya
persyaratan administratif yang kompleks, serta
kedekatan sosial antara pemberi pinjaman dan
debitur. Akan tetapi, kemudahan tersebut justru
menempatkan para pihak dalam hubungan yang
tidak seimbang, karena pemberi pinjaman memiliki
kendali penuh atas syarat pinjaman, penentuan
bunga, jangka waktu, hingga mekanisme
penguasaan jaminan. Kondisi ini menimbulkan
persoalan mendasar mengenai apakah hubungan
tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut
Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat
unsur keabsahan perjanjian, yaitu kesepakatan para
pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang
halal. Dalam konteks pinjaman ilegal di Kecamatan
Pinolosian, secara lahiriah unsur kesepakatan
tampak terpenuhi karena terdapat persetujuan antara
debitur dan pemberi pinjaman mengenai jumlah
pinjaman, jangka waktu, dan jaminan. Namun,
kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari
kebebasan berkontrak yang setara. Berdasarkan data
penelitian, debitur pada umumnya menerima syarat
yang diajukan karena kebutuhan ekonomi mendesak,
sehingga tidak memiliki ruang untuk
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menegosiasikan besaran bunga maupun konsekuensi
keterlambatan.

Keadaan  tersebut  menunjukkan  bahwa
kesepakatan dalam pinjaman ilegal bukan lahir dari
posisi yang seimbang, melainkan dari keterpaksaan
ekonomi (Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, 2022).
Secara hukum, keterpaksaan ekonomi dapat
dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheden), yakni
kondisi ketika satu pihak memanfaatkan situasi
mendesak pihak lain untuk memperoleh keuntungan
(Siombo, 2019). Meskipun konsep ini tidak secara
eksplisit dirumuskan dalam KUHPerdata, doktrin
dan yurisprudensi mengakui bahwa kesepakatan
yang lahir karena tekanan keadaan dapat merusak
kemurnian kehendak para pihak (Badrulzaman,
2023).

Dalam praktik di Pinolosian, debitur menerima
seluruh syarat pinjaman bukan karena kehendak
bebas, melainkan karena tidak adanya alternatif
pembiayaan lain. Unsur kecakapan pada umumnya
terpenuhi  karena para pihak merupakan orang
dewasa yang secara hukum mampu melakukan
perbuatan hukum. Objek tertentu juga terpenuhi
karena terdapat sejumlah uang yang dipinjamkan
dan kewajiban pengembalian dalam nominal
tertentu. Dengan demikian, inti persoalan keabsahan
tidak terletak pada syarat subjektif maupun objek
perjanjian, melainkan pada syarat objektif berupa
sebab yang halal.

Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata
harus dibaca bersama Pasal 1335 dan Pasal 1337
KUHPerdata. Pasal 1335 menegaskan bahwa
perjanjian tanpa sebab atau dengan sebab palsu tidak
mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Pasal 1337
menyatakan bahwa sebab terlarang apabila
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
atau ketertiban umum (Arrodli et al., 2024). Dalam
pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian, kegiatan
pembiayaan dilakukan oleh pihak perseorangan
yang tidak memiliki izin usaha dan menjalankan
kegiatan menyerupai jasa keuangan. Praktik tersebut
berada di luar sistem regulasi yang diatur negara dan
tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan. Keadaan ini menjadikan causa perjanjian
bertentangan dengan hukum positif.

Ketidakterpenuhinya syarat causa yang halal
menjadikan perjanjian batal demi hukum. Artinya,
secara yuridis hubungan tersebut dianggap tidak
pernah ada sejak awal (Lestari & Santoso, 2018).
Konsep batal demi hukum menempatkan perjanjian
sebagai tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga
para pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan
klausul-klausul yang disepakati (Jabalnur et al.,

2024). Dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan
Pinolosian, hal ini berarti pemberi pinjaman tidak
memiliki dasar hukum untuk menuntut bunga yang
ditentukan sepihak, mengenakan denda, ataupun
mengeksekusi barang jaminan secara mandiri.

Ketidaksahan ini juga menegaskan bahwa asas
kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk
membenarkan seluruh bentuk hubungan pinjam-
meminjam. Pasal 1338 KUHPerdata memang
mengakui bahwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak (Fernatha, 2021). Namun, frasa “dibuat secara
sah” menjadi syarat utama. Dengan demikian,
kebebasan berkontrak tidak berlaku terhadap
hubungan hukum yang dibangun di atas causa
terlarang (Kurniawan & Noer, 2024). Dalam konteks
Pinolosian, praktik pinjaman ilegal justru
menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak telah
digunakan untuk melegitimasi dominasi ekonomi
kreditur terhadap debitur.

Praktik ini memperlihatkan bahwa perjanjian
ilegal tidak semata persoalan administratif, tetapi
juga persoalan substansi perlindungan hukum.
Ketika kreditur informal menentukan bunga secara
eksesif dan memegang jaminan sebagai alat tekanan,
maka hubungan kontraktual kehilangan karakter
sebagai perjanjian yang didasarkan pada itikad baik.
Asas itikad baik yang diatur Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata mensyaratkan pelaksanaan kontrak
secara patut dan wajar (Priyono, 2025). Sebaliknya,
praktik pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian
menunjukkan dominasi sepihak yang bertentangan
dengan asas tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata, ketidaksahan perjanjian pinjaman
ilegal di Kecamatan Pinolosian terutama disebabkan
oleh tidak terpenuhinya syarat objektif berupa sebab
yang halal. Unsur ini menjadi dasar bahwa seluruh
hubungan hukum tidak memiliki legitimasi sebagai
perjanjian yang sah. Akibatnya, segala tindakan
pelaksanaan yang lahir dari perjanjian tersebut,
termasuk penarikan bunga, penguasaan jaminan, dan
penagihan paksa, harus ditinjau sebagai tindakan
tanpa dasar hukum yang sah dalam sistem hukum
perdata Indonesia.

Konsekuensi Hukum terhadap Status Uang
Pinjaman dan Barang Jaminan dalam Perjanjian
yang Tidak Sah

Ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian menimbulkan persoalan
penting terhadap akibat hukum yang telah terjadi
setelah perjanjian dilaksanakan. Dalam praktik,
meskipun hubungan hukum dinilai batal demi
hukum, prestasi nyata telah berlangsung. Debitur
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telah menerima sejumlah uang dari kreditur,
sedangkan kreditur telah memperoleh penguasaan
atas barang jaminan (Damayanti & Sudirman, 2024).
Kondisi ini menunjukkan bahwa batal demi hukum
tidak serta-merta menghapus akibat faktual yang
telah timbul, sehingga diperlukan penilaian terhadap
status hukum masing-masing prestasi.

Dalam hukum perdata, batal demi hukum berarti
perjanjian dianggap tidak pernah ada karena sejak
awal tidak memenuhi syarat objektif. Namun,
doktrin ini tidak menghilangkan kewajiban untuk
mengembalikan keadaan pada posisi semula. Prinsip
tersebut dikenal sebagai restitutio in integrum, yaitu
pemulihan hak para pihak ke keadaan sebelum
perjanjian dibuat (Mufarokhah & Putra, 2025).
Dalam konteks pinjaman ilegal di Kecamatan
Pinolosian, pemulihan dilakukan dengan menilai
kembali hak atas uang pinjaman dan barang jaminan
berdasarkan fakta bahwa penyerahan telah terjadi.
Dokumen penelitian menegaskan bahwa meskipun
perjanjian tidak sah, uang yang telah diterima debitur
tetap dipandang sebagai prestasi riil yang
menimbulkan kewajiban pengembalian pokok.

Uang pinjaman pada dasarnya merupakan objek
utama dari perjanjian pinjam-meminjam. Ketika
debitur telah menerima uang tersebut dan
menggunakannya, maka timbul  hubungan
penguasaan faktual yang tidak dapat diabaikan. Oleh
karena itu, meskipun dasar kontraknya tidak sah,
pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan karena
berkaitan dengan asas larangan memperkaya diri
secara tidak sah (onverschuldigde betaling) (Plessis,
2025). Debitur tidak dapat memperoleh keuntungan
dari ketidaksahan perjanjian dengan menolak
mengembalikan dana yang nyata-nyata telah
diterimanya. Dalam praktik Pinolosian, keadaan ini
berarti kreditur tetap berhak meminta pengembalian
nominal pokok, tetapi hanya sebatas jumlah yang
benar-benar diterima debitur.

Berbeda dengan pokok pinjaman, bunga, denda,
dan biaya tambahan tidak memiliki dasar hukum
apabila lahir dari perjanjian yang batal demi hukum.
Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari asas
bahwa klausul dalam perjanjian yang tidak sah tidak
menimbulkan kekuatan mengikat (Pratiwi et al.,
2021). Dalam praktik pinjaman ilegal di Kecamatan
Pinolosian, kreditur sering menetapkan bunga harian
atau mingguan yang nilainya jauh melebihi pokok
pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa keuntungan utama kreditur
tidak terletak pada pengembalian pokok, melainkan
pada akumulasi bunga. Ketika perjanjian dinyatakan
tidak sah, maka seluruh kewajiban tambahan
tersebut kehilangan legitimasi yuridis.
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Status barang jaminan menimbulkan persoalan
yang lebih kompleks. Dalam praktik pinjaman ilegal
di Kecamatan Pinolosian, barang jaminan berupa
kendaraan bermotor, sertifikat tanah, perhiasan, dan
alat usaha diserahkan kepada kreditur sebagai bentuk
kepastian pembayaran. Barang tersebut sering
langsung dikuasai oleh kreditur sejak awal pinjaman
atau  ditahan  ketika  debitur = mengalami
keterlambatan pembayaran. Dalam beberapa kasus,
kreditur menjual barang jaminan tanpa persetujuan
debitur untuk menutup utang yang dianggap belum
dibayar. Dokumen penelitian menunjukkan bahwa
tindakan semacam ini menjadi pola yang berulang
dalam praktik pinjaman lokal.

Secara hukum, jaminan merupakan perjanjian
accessoir, yaitu perjanjian tambahan yang
keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok.
Jika perjanjian pokok batal demi hukum, maka
jaminan sebagai perjanjian turunan juga kehilangan
dasar keberlakuannya (Winarsasi, 2020). Dengan
demikian, penguasaan barang jaminan oleh kreditur
tidak dapat dibenarkan sebagai hak kebendaan yang
sah. Kreditur tidak memperoleh hak milik atas
barang tersebut, karena penyerahan jaminan tidak
sama dengan pengalihan kepemilikan. Debitur tetap
merupakan pemilik sah barang, sedangkan kreditur
hanya memegang penguasaan faktual yang tidak
didukung dasar hukum.

Konsekuensi ini menegaskan bahwa barang
jaminan wajib dikembalikan kepada debitur setelah
pokok pinjaman diselesaikan. Bahkan dalam hal
perjanjian dinyatakan batal demi hukum, kreditur
tidak berwenang menahan barang melebihi nilai
utang pokok. Apabila barang dijual secara sepihak,
maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan
sebagai penguasaan tanpa hak. Kreditur dapat
dimintakan tanggung jawab untuk mengganti
kerugian apabila nilai barang melebihi pokok
pinjaman atau jika penjualan dilakukan tanpa
persetujuan pemilik.

Praktik penguasaan barang jaminan di
Kecamatan Pinolosian menunjukkan bahwa jaminan
sering diperlakukan sebagai alat kontrol sosial
terhadap debitur. Penahanan kendaraan atau
sertifikat tidak semata dimaksudkan sebagai
pengamanan utang, tetapi sebagai tekanan agar
debitur segera melunasi seluruh tagihan termasuk
bunga. Keadaan ini menunjukkan bahwa jaminan
telah digunakan secara menyimpang dari fungsi
hukum jaminan dalam sistem perdata. Jaminan
seharusnya memberikan kepastian  pelunasan
melalui mekanisme yang sah, bukan menjadi
instrumen pemaksaan sepihak.
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Apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan
kontraktual, pengembalian pokok pinjaman dan
pengembalian barang jaminan merupakan bentuk
pemulihan keseimbangan para pihak. Debitur tidak
dibenarkan menahan uang yang diterima, sedangkan
kreditur tidak dibenarkan menguasai barang
melebihi hak yang sah. Dalam konteks ini, hukum
menempatkan para pihak kembali pada posisi
semula, yaitu sebelum hubungan pinjaman dibentuk.
Prinsip tersebut penting agar ketidaksahan perjanjian
tidak dimanfaatkan salah satu pihak untuk
memperoleh keuntungan sepihak.

Dengan demikian, konsekuensi hukum terhadap
uang pinjaman dan barang jaminan dalam perjanjian
yang tidak sah di Kecamatan Pinolosian dapat
dirumuskan sebagai berikut: pokok pinjaman tetap
wajib dikembalikan karena merupakan prestasi riil
yang telah diterima debitur; bunga, denda, dan biaya
tambahan tidak dapat dituntut karena lahir dari
perjanjian yang batal demi hukum; sedangkan
barang jaminan tetap berada dalam kepemilikan
debitur dan wajib dikembalikan karena penguasaan
kreditur tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Konstruksi ini menunjukkan bahwa ketidaksahan
perjanjian tidak menghapus akibat faktual, tetapi
mengharuskan pemulihan berdasarkan prinsip
keadilan dan hukum positif.

Konsekuensi Hukum terhadap Pelaksanaan
Penagihan dan Tanggung Jawab Perdata
Kreditur dalam Pinjaman Ilegal

Ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian tidak hanya berdampak pada
status hubungan kontraktual dan barang jaminan,
tetapi juga berimplikasi pada cara pelaksanaan
penagihan yang dilakukan kreditur. Dalam praktik,
penagihan menjadi fase yang paling sering
menimbulkan konflik, karena dilakukan melalui
tekanan sosial, ancaman, serta tindakan yang
melampaui  batas hubungan perdata. Ketika
perjanjian dasar telah dinilai tidak sah, maka seluruh
tindakan pelaksanaan yang didasarkan pada
perjanjian tersebut juga harus diuji legalitasnya
(Wardhani, 2025).

Dalam hukum perdata, pelaksanaan perjanjian
hanya dapat dilakukan sepanjang hubungan hukum
yang melahirkannya sah. Apabila perjanjian batal
demi hukum, kreditur kehilangan dasar untuk
menuntut pelaksanaan klausul-klausul yang berasal
dari perjanjian tersebut, termasuk cara penagihan
yang dibentuk secara sepihak (Rahim, 2022). Hal ini
berarti kreditur tidak memiliki legitimasi untuk
melakukan tindakan pemaksaan atas dasar hubungan
kontraktual, karena kontrak yang dijadikan landasan
tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks

Kecamatan Pinolosian, praktik penagihan sering
dilakukan secara langsung dengan mendatangi
rumah  debitur, menckan  keluarga, atau
mempermalukan debitur di lingkungan sosial.
Bentuk tindakan ini tidak lagi berada dalam ruang
pelaksanaan perikatan, tetapi telah memasuki ranah
pelanggaran hak privat.

Praktik penagihan dalam pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian pada umumnya tidak
menggunakan mekanisme hukum formal. Kreditur
cenderung  memanfaatkan  hubungan  sosial,
kedekatan komunitas, serta posisi ekonomi debitur
untuk memaksa pembayaran. Debitur yang terlambat
membayar sering didatangi secara berulang, ditegur
di depan umum, bahkan diancam bahwa barang
jaminan akan dijual tanpa persetujuan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa penagihan dilakukan dengan
tekanan psikologis, bukan melalui instrumen hukum
yang sah. Dalam sistem hukum positif Indonesia,
tindakan tersebut tidak memperoleh perlindungan,
karena pelaksanaan hak harus dilakukan dengan
itikad baik dan tidak melanggar hak pihak lain.

Apabila dikaji melalui Pasal 1365 KUHPerdata,
tindakan penagihan yang menimbulkan kerugian
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum. Pasal tersebut mensyaratkan empat unsur,
yaitu adanya perbuatan, melawan hukum,
menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan
kausal antara perbuatan dengan kerugian (Prajogo,
2026). Dalam pinjaman ilegal, tindakan kreditur
yang melakukan intimidasi, ancaman, atau
penguasaan barang tanpa hak memenuhi unsur
tersebut. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat
materiil, seperti hilangnya barang atau biaya
tambahan, tetapi juga immateriil berupa rasa takut,
tekanan mental, dan kerusakan reputasi sosial
debitur.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam
beberapa kasus di Kecamatan Pinolosian, kreditur
menggunakan ancaman untuk  mempercepat
pembayaran, termasuk mengambil barang di rumah
debitur atau menjual jaminan sebelum jatuh tempo
yang disepakati. Praktik demikian tidak dapat
dibenarkan dalam hukum perdata, karena kreditur
tidak memiliki hak eksekutorial. Hak eksekusi
terhadap jaminan hanya dapat dilakukan melalui
mekanisme yang diatur undang-undang, bukan
melalui tindakan sepihak.

Tanggung jawab perdata kreditur lahir ketika
tindakan penagihan menimbulkan kerugian yang
nyata. Dalam hal barang jaminan dijual tanpa
persetujuan  debitur, kreditur dapat diminta
mengembalikan nilai barang atau mengganti
kerugian sebesar selisih antara nilai barang dengan
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utang pokok. Dalam hal ancaman atau intimidasi
menimbulkan kerugian psikologis, debitur berhak
mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil. Hal ini
menunjukkan ~ bahwa  meskipun  hubungan
kontraktual tidak sah, hubungan tanggung jawab
tetap lahir melalui mekanisme perbuatan melawan
hukum.

Aspek penting lainnya adalah asas itikad baik.
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa
setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik. Dalam praktik pinjaman ilegal, asas ini justru
dilanggar sejak awal. Kreditur menetapkan bunga
berlebihan, menguasai jaminan secara tidak
proporsional, dan melakukan penagihan melalui
tekanan sosial (Suryani & Ginting, 2024). Dengan
demikian, bukan hanya syarat sah perjanjian yang
tidak terpenuhi, tetapi juga pelaksanaannya
bertentangan dengan prinsip dasar hukum kontrak.
Keadaan ini memperkuat argumentasi bahwa
tindakan penagihan dalam pinjaman ilegal tidak
dapat dilindungi sebagai hak kontraktual.

Dalam masyarakat Kecamatan Pinolosian yang
memiliki ikatan sosial erat, penagihan dengan
mempermalukan debitur di lingkungan sosial
memiliki dampak yang signifikan. Debitur tidak
hanya mengalami tekanan ekonomi, tetapi juga
stigma sosial. Nama baik menjadi taruhan ketika
kreditur menyampaikan utang kepada tetangga,
keluarga, atau tokoh masyarakat. Akibatnya, debitur
berada dalam tekanan ganda: kewajiban ekonomi
dan sanksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa
penagihan pinjaman ilegal tidak hanya merugikan
secara finansial, tetapi juga mengganggu martabat
dan kehidupan sosial debitur.

Dari sudut hukum positif, tindakan tersebut
bertentangan dengan prinsip perlindungan hak
individu dan tidak dapat dibenarkan atas dasar
perjanjian. Ketika kontrak dinyatakan tidak sah,
kreditur hanya dapat menuntut pengembalian pokok
melalui mekanisme penyelesaian hukum yang sah.
Segala tindakan pemaksaan di luar mekanisme
tersebut merupakan tindakan tanpa dasar hukum.
Dengan demikian, hubungan hukum antara kreditur
dan debitur bergeser dari ranah kontrak ke ranah
tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan
hukum (Mohamad et al., 2025).

Konsekuensi ini penting untuk menegaskan
bahwa ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal di
Kecamatan Pinolosian tidak hanya berdampak pada
hapusnya dasar kontrak, tetapi juga membuka ruang
tanggung jawab bagi kreditur atas segala tindakan
yang merugikan debitur. Hukum perdata tidak
memberikan legitimasi kepada pihak yang sejak
awal membangun hubungan kontraktual di luar
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hukum, lalu melaksanakan hak melalui tekanan dan
penguasaan sepihak. Oleh karena itu, setiap tindakan
penagihan yang dilakukan di luar mekanisme hukum
dapat dimintakan pertanggungjawaban secara
perdata.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, perjanjian
pinjaman ilegal yang berlangsung di Kecamatan
Pinolosian tidak memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320
KUHPerdata, khususnya pada syarat objektif berupa
sebab yang halal. Ketidaksahan tersebut lahir karena
praktik pinjaman dilakukan oleh pihak yang tidak
memiliki legalitas usaha, berada di luar sistem
pengawasan lembaga keuangan, serta memuat
syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip
kepatutan dan perlindungan hukum. Dalam
praktiknya, meskipun para pihak tampak mencapai
kesepakatan, persetujuan debitur pada umumnya
lahir dalam kondisi keterpaksaan ekonomi sehingga
tidak  sepenuhnya mencerminkan kebebasan
berkontrak yang setara. Dengan demikian, hubungan
pinjaman ilegal di Kecamatan Pinolosian secara
yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian
yang batal demi hukum.

Ketidaksahan perjanjian tidak menghapus akibat
faktual yang telah timbul dari pelaksanaan pinjaman.
Uang pokok yang telah diterima debitur tetap
menimbulkan kewajiban pengembalian karena
merupakan prestasi nyata yang telah berpindah
kepada debitur. Akan tetapi, bunga, denda, dan biaya
tambahan tidak memiliki dasar hukum untuk
ditagihkan karena bersumber dari klausul dalam
perjanjian yang tidak sah. Dalam hal barang
jaminan, kedudukannya tetap berada dalam hak
kepemilikan  debitur karena jaminan hanya
merupakan perjanjian accessoir yang bergantung
pada sahnya perjanjian pokok. Oleh karena itu,
penguasaan atau penjualan barang jaminan oleh
kreditur tanpa dasar hukum merupakan tindakan
tanpa hak yang dapat menimbulkan tanggung jawab
perdata.

Saran

Pemerintah daerah bersama aparat desa di
Kecamatan  Pinolosian  perlu  meningkatkan
pengawasan terhadap praktik pinjaman informal
yang berkembang di masyarakat, khususnya yang
dilakukan dengan pola bunga eksesif dan
penguasaan jaminan di luar mekanisme hukum.
Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting
dilakukan agar debitur memahami syarat sah
perjanjian serta hak-haknya ketika berhadapan
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dengan praktik pinjaman ilegal. Di sisi lain, perlu
adanya penguatan akses masyarakat terhadap
pembiayaan formal yang lebih mudah dijangkau,
sehingga ketergantungan pada pinjaman ilegal dapat
dikurangi. Dari aspek penegakan hukum, aparat
penegak hukum perlu menempatkan praktik
penguasaan jaminan dan penagihan paksa oleh
kreditur informal sebagai tindakan yang dapat
menimbulkan tanggung jawab hukum, sehingga
perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak
yang rentan dapat diwujudkan secara efektif.
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